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PERPUSTAKAAN
UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
— - Terakreditasi “A” (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/X11.2014)
PERPUSTAKAAN
oy

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Ino Athif Pradika

NIM 120140610061

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11
TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing  : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 19 %.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui . Yogyakarta, 15-2-2019
Ka. Ur. Pengelolahan yang melaksanakan pengecekan

Qs l
Laela Niswatin, S.I.Pust Ikram AL Zein, S.Kom.I
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Kepada Yth:
Nomor 1 074/6842/Kesbangpol/2018 Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Perihal : Rekomendasi Penelitian D.l. Yogyakarta
di Yogyakarta
Memperhatikan surat :
Dari :  Ketua Program Studi limu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 196/A.4-1IIV1/2018
Tanggal : 2Juni 2018
Perihal :  lzin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
11 TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DARAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

kepada:

Nama :  INO ATHIF PRADIKA

NIM : 20140610061

No.HP/Identitas :  08170428604/3403010507950001

Prodi/Jurusan ¢ limu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Badan Kepegawaian Daerah D.I. Yogyakarta

Waktu Penelitian ¢ 13 Juni 2018 s.d 18 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutunhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riseVpenelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitan kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4.  Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium.

Tembusan disampaika ja Yth :
1. Gubemur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi limu Hukum Fi
3. Yang bersangkutan.

Itas Hukum Uni yah Yogyakarta;
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PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

JI. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telep. (0274) 562150 Psw. 2900-2931
Faximile Psw. 2903, (0274) 512080
Website : http://www.bkd.jogjaprov.go.id e-mail: bkd@jogjaprov.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/ O2/27 12019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRAPTO NUGROHO, S.H

NIP © 196107051987031013

Pangkat/golongan : Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan . Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Nomor:
074/6842/Kesbangpol/2018 tanggal 06 Juni 2018 perihal Rekomendasi Penelitian,
dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : INO ATHIF PRADIKA
No. Mahasiswa : 20140610061
Program Studi : limu Hukum

Adalah mahasiswa llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta yang telah riset/penelitian di Badan Kepegawaian Daerah DIY pada
tanggal 13 Juni sampai dengan 18 Juni 2018

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan untuk dapat
pergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ' 8 MAR 2013




